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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perbahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 681);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 680),

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonom.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah dari rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari
sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan
daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga
kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana
yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan
daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga
kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan
tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan,
yang terdiri atas dana insentif daerah, dana tambahan
penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang
dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional di Transfer ke
Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur
Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Provinsi Papua Barat.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah
adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari Provinsi
Kalimantan Timur.

Bantuan keuangan dari provinsi adalah bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan
atau tidak terpengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun
program-program.

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung
merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan
produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual -
produk yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak.

Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian
hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannnya bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan  urusan
pemerintah daerah.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang Dbertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan
untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada
pemerintah  daerah  lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah
daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai
dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-
program.

Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung adalah untuk
pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah.



28.Belanja Barang dan Jasa pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah.

29. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dan aset
lainnya dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan.

30. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

31.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

32. Pembiayaan daerah dalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

33.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

34. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan.

35.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah
selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan
netto.

36.Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2015.

BAB I
URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 6.984.997.918.952,65
(Enam Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas
Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Lima Sen)
bertambah sejumlah Rp. 1.414.670.381.047,35 (Satu Triliun Empat
Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Lima
Sen) sehingga menjadi Rp. 8.399.668.300.000 (Delapan Triliun Tiga
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh
Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)dengan rincian sebagai berikut:



a. Pendapatan
1. Semula

Rp. 6.527.454.027.692,15

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (58.860.317.265,29)
Jumlah Pendapatan Setelah

Perubahan Rp. 6.468.593.755.426,86

b. Belanja
1. Semula Rp. 6.980.097.918.952,65
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.401.532.683.146,35

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 8.381.630.602.099,00

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
a. Semula

Rp. 457.543.846.260,50

b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.473.530.698.312.64
Jumlah Penerimaan Setelah

Perubahan Rp. 1.931.074.544.573,14

2. Pengeluaran
a. Semula Rp. 4.900.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 13.137.697.901,00

Jumlah Pengeluaran Setelah

Perubahan Rp. 18.037.697.901,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 1.913.036.846.672,14

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

1. Lampiran Ia

2. Lampiran II
3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berdasarkan Rincian Obyek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

: Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Hibah yang diterima

: Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran

Bantuan Sosial yang diterima

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Oktober 2015

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Oktober 2015

PIt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

NIP. 1978060%\200212 1 002



